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EETAPN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-
X/2012 UNTUK AKSES MASYARAKAT TERHADAP SUMBER DAYA HUTAN
(Titik Septriana, 1510112060, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 69 halaman, 2020)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah membawa perubahan mendasar pada status hutan adat di
Indonesia. Pasca putusan tersebut, hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara. Hakim
Mahkamah Konstitusi memasukkannya kedalam kategori hutak hak. Alhasil, sejak putusan tersebut
dikeluarkan, masyarakat hukum adat resmi sebagai pemegang hak dan kewajiban atas hutan adat mereka.
Problem hukum yang ikut mengiringi dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-
X/2012 adalah penetapan hutan adat yang harus melalui penetapan pemerintah dan disyaratkan adanya
peraturan daerah bagi masyarakat hukum adatnya. Hutan adat merupakan bagian dari hak ulayat dan
bersumber dari hukum adat. Sehingga tidak logis jika diharuskan adanya penetapan dari pemerintah untuk
mengakui keberadaan hak-hak yang bersumber dari hukum adat. Logika hukum yang mengharuskan
penetapan pemerintah untuk penetapan hutan adat telah mencederai hukum adat yang merupakan hukum
agraria, sumber induk dari Undang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Rumusan
masalah dari penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana kedudukan hutan adat pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU/X/2012; (2) Bagaimana penetapan hutan adat didalam kawasan hutan pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/X/2012; (3) Bagaimana penetapan hutan adat di luar
kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL)? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian
ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Jenis data yang
diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode
kualitatif disajikan dengan deskriptif.
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